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Abstrak : Penelitian ini berjudul “Quasi Kontrak dalam Hubungan Hukum antara 
Pekerja Rumah Tangga dengan Majikan” yaitu penelitian yang mengkaji 
hubungan hukum antara pekerja rumah tangga dengan mahjikan yang 
memenuhi unsur-unsur quasi kotrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
memberikan gambaran tentang konsep Quasi Kontrak dalam Hubungan Hukum 
antara Pekerja Rumah Tangga dengan Majikan. Penelitian dilakukan dengan 
menggunakan jenis penelitian normative, menggunakan bahan-bahan hukum 
primer, sekunder dan tersier, dengan metode analisis menggunakan penalaran 
deduktif. Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa Konsep hubungan hukum 
antara pekerja rumah tangga dengan majikan dalam suatu ikatan pekerjaan 
rumah tangga pada dasarnya memenuhi unsur-unsur perjanjian sebagaimana 
dirumuskan dalam Burgeelijke Wetbook, akan tetapi kekhususan pekerjaan 
rumah tangga yang berada dalam lingkup domestik dengan mekanisme dan 
kriteria yang tidak tentu memposisikan pekerjaan rumah tangga sebagai 
pekerjaan informal dari perspektif undang-undang ketenagakerjaan. Penggunaan 
model hubungan kerja dengan kontrak perjanjian secara lisan yang secara umum 
diterapkan dalam hubungan hukum pekerja rumah tangga dengan majikan, 
menyebabkan hubungan hukum tersebut menjadi kontrak samar (quasi kontrak) 
sehingga memposisikan pekerja rumah tangga dalam bargaining yang lemah di 
hadapan majikan dalam proses hukum, karena sulitnya pembuktian formil dan 
materil, sehingga hubungan hukum antara pekerja rumah tangga dengan majikan 
dapat disebut sebagai quasi kontrak.  
Kata Kunci : Quasi kontrak, pekerja rumah tangga, majikan, 
hubungan hukum, perjanjian lisan. 
 
PENDAHULUAN  
 Pekerja Rumah Tangga2 merupakan sektor yang penting dan 
memegang peran strategis dalam mendukung perkembangan ekonomi 
                                                             
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 
2 Secara Normatif istilah ketenagakerjaan bisa bermakna tempat kerja, 
pekerja/buruh, sedangkan pemberi kerja dapat bermakna perorangan, pengusaha, badan 
hukum atau dalam penulisan ini disebut Majikan. Dalam penelitian ini peneliti 
menggunakan istilah “Pekerja Rumah Tangga” yang merupakan istilah bagi tenaga kerja 
yang bekerja dalam ruang lingkup rumah tangga. Penggunaan istilah ini mengacu pada 
istilah yang digunakan dalam Peraturan Gubernur Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 
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Indonesia. Semakin berkembang perekonomian suatu negara, maka 
semakin terbuka lapangan kerja. Semakin terbukanya lapangan kerja, 
maka meningkat pula kebutuhan akan orang yang membantu dalam 
melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga seperti memasak, 
membersihkan rumah, merapikan perabot rumah, mencuci pakaian, 
seterika pakaian, merawat anak dan orang tua, dan lain-lain.  
 Pola hubungan hukum antara Pekerja Rumah Tangga dengan 
Majikan perlu mendapat perhatian khusus oleh Pemerintah, karena 
biasanya hubungan ini tidak ekslusif seperti Pekerja pada umumnya. 
Sikap Pekerja rumah tangga maupun majikan menganggap hubungan 
seperti keluarga sendiri. Sedangkan pekerjaan rumah tangga ini seringkali 
dianggap murahan atau gensi disebut sebagai pembantu. 
 Hubungan hukum yang terjadi antara pekerja rumah tangga dengan 
pemberi kerja sebagai suatu perikatan yang lahir dari perjanjian, sehingga 
jika tidak ada kejelasan bentuk hubungan hukum ketenagakerjaan antara 
pekerja rumah tangga dan tidak adanya aturan yang jelas tentang pekerja 
rumah tangga, maka rawan untuk terjadi perselisihan antara Pekerja 
Rumah Tangga dan Majikan yang berada dalam satu atap.3 
 Penelitian yang dilakukan oleh Rumpun Gema Perempuan (RGP), 
dan Rumpun Tjoet Njak Dien (RTND) yang bekerjasama dengan 
International Labour Organisation (ILO), pada tahun 2008 menunjukkan 
bahwa pekerja rumah tangga didominasi oleh perempuan, dengan alasan 
melakukan pekerjaan rumah tangga adalah; membantu ekonomi orangtua 
dan membiayai adik atau anak sekolah, dorongan teman-teman, ikut-
                                                                                                                                                                       
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 Tentang 
Pekerja Rumah Tangga. Istilah ini juga merupakan terjemahan dari istilah Pramuwisma, 
Domestic Workers yang digunakan oleh ILO. Istilah Pekerja Rumah Tangga menurut 
peneliti lebih manusiawi dari istilah Pembantu atau Babu yang sering digunakan oleh 
masyarakat awam. Istilah Pembantu atau Babu berkonotasi negatif karena mengandung 
image budak, atau jenis pekerjaan yang tidak terhormat. 
3  Ibid, hal : 6 
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ikutan, dan memang karena tidak ada pekerja.4 Secara internasional 
standar ketenagakerjaan untuk pekerja rumah tangga cukup mendapatkan 
perhatian, ILO pada tahun 2008 merekomendasikan konvensi 
ketenagakerjaan internasional dengan dasar pemikiran :5 
1. Pekerja rumah tangga tidak terlindungi, dikecualikan dari undang-
undang ketenagakerjaan, seringkali ditolak hak-hak dasarnya, 
pekerja anak dan kerja paksa. 
2. Pekerja rumah tangga mempunyai kontribusi dalam meningkatkan 
standar hidup rumah tangga majikannya. 
3. Kebijakan sosial tidak mencakup kebutuhan Pekerja Rumah Tangga 
dan keluarganya akan perawatan, sehingga memungkinkan kaum 
perempuan di dalam rumah tangga menjadi terus aktif secara 
ekonomi. 
4. Pekerjaan dirumah-rumah pribadi tidak dianggap sebagai tempat 
kerja dan hubungan kerja tidak tercakup di dalam undang-undang 
ketenagakerjaan atau dalam undang-undang lainnya, sehingga 
Pekerja Rumah Tangga tidak diakui sebagai pekerja yang berhak 
atas perlindungan pekerja. 
5. Sebagian besar Pekerja Rumah Tangga merupakan perempuan dari 
keluarga miskin dengan upah yang sangat rendah dan secara total 
bergantung pada majikan/sponsor, yang dikecualikan dari hak-hak 
ketenagakerjaan nasional. 
 Di beberapa negara, pekerjaan rumah tangga dianggap bentuk 
pekerja anak yang paling berbahaya, karena tingginya kecenderungan 
terjadinya pelecehan, eksploitasi, dan di banyak negara anak-anak 
                                                             
4  ILO. 2010. Mengakui Pekerjaan Rumah Tangga Sebgai 
Pekerjaan, Edisi Khusus Pekerja Rumah Tangga, ILO, Jakarta  
5  Ibid 
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bekerja sepanjang hari di dalam rumah tangga, tanpa kesempatan untuk 
belajar, bermain dan berkembang.  
 Hubungan hukum antara perkeja rumah tangga dengan majikan 
dalam secara normatif memenuhi unsur-unsur sebagai tenaga kerja 
sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 butir 2, 3 dan 4 UU 
No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu bahwa : 
“ 2. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan 
pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk 
memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. 
 3.  Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan 
menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 
 4.  Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan 
hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga 
kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.” 
 Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka pekerja rumah tangga 
memenuhi unsur-unsur sebagai tenaga kerja, pekerja atau buruh, 
sedangkan majikan memenuhi unsur-unsur sebagai pemberi kerja, 
sehingga pekerja rumah tangga seharusnya diberikan perlindungan 
terhadap hak-haknya selaku pekerja sebagaimana dirumuskan dalam 
Undang-Undang ketenagakerjaan. 
 Meskipun demikian, dalam prakteknya pekerjaan rumah tangga yang 
merupakan bentuk pekerjaan yang spesifik karena bekerja dalam lingkup 
privat domestik, sedangkan jenis pekerjaan, jam kerja serta upah tidak 
ada keseragaman antara rumah tangga yang satu dengan yang lain. 
Bahkan dalam praktiknya hubungan hukum antara pekerja rumah tangga 
dengan majikan pada umumnya tidak diikat dengan satu perjanjian 
tertulis, tetapi hanya perjanjian secara lisan, bahkan kebanyakan tidak 
diperjanjikan secara khusus baik lisan maupun tulisan, tetapi pekerja 
rumah tangga hanya bekerja dan diberi upah seadanya oleh majikan, 
dengan konsekwensi pekerja rumah tangga tinggal di rumah majikan dan 
dibiayai oleh majikan.  
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 Fenomena tersebut di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya 
hubungan hukum antara pekerja rumah tangga dengan majikan tunduk 
pada ketentuan Burgerlijke Wetbook (BW) khususnya mengenai prinsip-
prinsip perjanjian, akan tetapi perjanjian lisan sebagaimana diuraikan di 
atas, pada dasarnya hanya didasarkan pada itikad baik yang memenuhi 
unsur-unsur quasi kontrak. 
 Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas, maka 
penulis tertarik untuk mengkaji tentang konsep quasi kontrak dalam 
hubungan hukum antara pekerja rumah tangga dengan majikan. 
Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah tentang 
“bagaimana konsep quasi kontrak dalam hubungan hukum antara pekerja 
rumah tangga dengan majikan?  
 
PEMBAHASAN DAN ANALISA 
Kuasi Kontrak (Quasi Contract/Restitution) 
 Secara faktual hubungan hukum antara pekerja rumah tangga dan 
majikan di Indonesia, khususnya di pedesaan atau di luar kota besar 
masih menunjukkan fenomena tanpa surat perjanjian atau perikatan. 
Bahkan dalam beberapa kasus, hubungan hukum tersebut terjadi dengan 
sendirinya, tidak jelas kapan mulai sepakat dan kapan mulai bekerja, 
tetapi berjalan alami dengan sendirinya. Fenomena seperti ini, jika terjadi 
perselisihan antara pekerja rumah tangga dengan majikan dengan 
menggunakan BW sebagai mekanismenya, maka akan ditemui kesulitan 
dalam penerapannya. 
 Fenomena sebagaimana digambarkan di atas, mirip dengan 
fenomena Quasi kontrak yang banyak dilakukan di Negara-negara yang 
menganut sistem hukum common law. Quasi kontrak (kontrak tersamar) 
yang terjadi di Negara-negara common law tersebut diakui sebagai bentuk 
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kontrak yang sah. Akan tetapi, fenomena tersebut banyak terjadi di 
Indonesia, namun apakah diakui sebagai bentuk kontrak yang sah atau 
tidak perlu dikaji lebih lanjut. 
 Black Law Dictionary memberikan definisi tentang Quasi Contract 
sebagai : An obligation which law creates in absence of agreement; it is 
invoked by courts where there is unjust enrichment (Kwasi Kontrak adalah 
suatu kewajiban yang berdasarkan hukum dan tanpa adanya 
kesepakatan; hal ini diakui oleh pengadilan bila terjadi pemupukan 
kekayaan secara tidak adil). 
 Quasi kontrak adalah : “a contract that exists by order of a court, not by 
agreement of the parties. Courts create quasi contracts to avoid the unjust 
enrichment of a party in a dispute over payment for a good or service.6  
Terjemahan lepasnya sebagai sebagai berikut yaitu :  kontrak yang ada atas 
perintah pengadilan, bukan dengan kesepakatan para pihak. Pengadilan 
membuat kuasi kontrak untuk menghindari unjust enrichment (memperkaya 
dirinya secara tidak adil) dari pihak dalam sengketa pembayaran untuk barang 
atau jasa.  
“A quasi-contract (or implied-in-law contract) is a fictional contract 
created by courts for equitable, not contractual purposes. A quasi-
contract is not an actual contract, but is a legal substitute for a 
contract formed to impose equity between two parties. The concept 
of a quasi-contract is that of a contract that should have been 
formed, even though in actuality it was not. It is used when a court 
finds it appropriate to create an obligation upon a non-contracting 
party to avoid injustice and to ensure fairness. It is invoked in 
circumstances of unjust enrichment, and is connected with the 
concept of restitution.7  
 Terjemahan lepasnya sebagai sebagai berikut yaitu:  Sebuah kuasi-
kontrak (atau tersirat-dalam-hukum kontrak) adalah kontrak fiksi yang 
                                                             
6  Legal dictionary, Quasi contract, website internet : http://legal-
dictionary.thefreedictionary.com, diakses tanggal 30 Desember 2011. 
7  Wikipedia, the free encyclopedia, Quasi contract, website 
internet : http://en.wikipedia.org, diakses tanggal 30 Desember 2011. 
Quasi Kontrak Dalam Hubungan Hukum….. Sakka Pati 
 
LEGAL PLURALISM : VOLUME 7 NOMOR 1, JANUARI  2017 84 
 
diciptakan oleh pengadilan untuk keadilan, bukan tujuan kontrak. Sebuah 
kuasi-kontrak adalah bukan merupakan kontrak yang sebenarnya, tetapi 
adalah pengganti hukum bagi kontrak yang dibentuk untuk memaksakan 
ekuitas antara dua pihak. Konsep kuasi-kontrak adalah bahwa kontrak 
yang seharusnya telah dibentuk, meskipun dalam kenyataannya tidak. Hal 
ini digunakan ketika pengadilan menemukan hal yang tepat untuk 
menciptakan kewajiban pada pihak non-kontrak untuk menghindari 
ketidakadilan dan untuk menjamin keadilan. Hal ini kenal juga sebagai 
unjust enrichment, dan dihubungkan dengan konsep restitusi. 
 Di dalam sistem common law, perikatan dalam bentuk Quasi 
Contract diakui oleh Hakim atau Pengadilan meskipun perikatan ini bukan 
berdasarkan perjanjian. Jadi perjanjian ini pasti bersumber dari hukum, 
baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Persoalan 
dasar hukum dari adanya perikatan dalam Quasi Contract tidak pernah 
dipermasalahkan atau tidak pernah dibahas sehingga dapat 
membingungkan bagi ahli hukum dari civil law (dan juga sebenarnya bagi 
ahli hukum dari common law sendiri). Perikatan dalam Quasi Contract ini 
dapat digunakan untuk mendapatkan penggantian kerugian yang terjadi 
dalam suatu perjanjian yang tidak mengikat. Dalam sistem common law 
sumber perikatan yang berasal dari Quasi Contract ini adalah suatu 
hukum yang tidak tertulis yang berupa suatu asas hukum atau tenet law 
yang terkenal dengan sebutan Unjust Enrichment Doctrine doktrin 
memperkaya secara tidak adil.  
 Teori kontrak quasi (pura-pura). Disebut juga quasi contract atau 
implied in law, dalam hal tertentu apabila dipenuhi syarat-syarat tertentu, 
maka hukum dapat dianggap adanya kontrak diantara para pihak dengan 
berbagai konsekwensinya, sungguhpun dalam kenyataannya kontrak 
tersebut tidak pernah ada 
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 Kuasi Kontrak atau the law of god samariten dalam BW Seperti telah 
dijelaskan di atas, bahwa Quasi contract ini dikenal dalam sistem common 
law, perikatan dalam bentuk Quasi Contract diakui oleh Hakim atau 
Pengadilan meskipun perikatan ini bukan berdasarkan perjanjian. Istilah 
kuasi kontrak (Quasi Contract/ Restitution) atau biasa juga disebut dengan 
kontrak tersamar (implied contract) tidak ditemukan dalam BW. 
 Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1233 BW, bahwa perikatan lahir 
karena perjanjian atau Undang-Undang. Sedangkan perikatan dalam 
quasi contract yang dikenal dalam sistem common law adalah suatu 
hukum yang tidak tertulis berupa asas hukum atau tener law yang dikenal 
dengan sebutan unjust enrichment doctrine (Doktrin memperkaya secara 
tidak adil). 
 Pada dasarnya Quasi contract tidak diatur dalam BW dan bahwa 
suatu perjanjian sah jika memenuhi ketentuan Pasal 1320 BW. Syarat 
mengenai sepakat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 BW 
tersebut, tidak selalu harus dibuat secara tegas tertulis, tetapi dengan 
dilakukannya syarat-syarat yang ditentukan dalam suatu kontrak dapat 
mengakibatkan timbulnya kewajiban dari pihak lain untuk memenuhi hak 
orang yang telah melaksanakan syarat-syarat tersebut. 
 Meskipun demikian, menurut Munir Fuadi8 bahwa : Tidak semua 
kontrak dapat terlihat dengan jelas adanya kata sepakat. Namun, sampai 
batas-batas tertentu bahkan suatu kontrak dianggap sudah terbentuk, 
sungguh pun kesepakatan atau kehendak-kesepakatan belum ada. Jenis 
kontrak ini yang disebut dengan” kontrak tersamar” (implied contract, 
quast contract). Kontrak tersamar ini diketemukan baik dalam tradisi 
hukum eropa kontinental, maupun dalam tradisi hukum anglo saxon. 
                                                             
8  Munir Fuady, 2001, Hukum Kontrak (Dari sudut pandang Hukum 
Bisnis) Citra Aditrya Bakti, Bandung: hlm : 50-52. 
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 Di dalam BW tidak dijelaskan secara tegas mengenai definisi 
“perikatan”. Di dalam ketentuan Pasal 1233 BW hanya dirumuskan bahwa 
perikatan selain dari Undang-undang, perikatan juga dapat lahir dari 
perjanjian. Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa perikatan belum 
tentu merupakan suatu perjanjian, sedangkan perjanjian sudah barang 
tentu merupakan perikatan. Subekti memberikan batasan perbedaan 
antara perikatan dan perjanjian sebagai berikut bahwa Perikatan adalah : 
 “Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua 
orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak 
menurut suatu hal dari pihak lain, dan pihak lain berkewajiban 
memenuhi tuntutan itu.” 9 
 Sedangkan perjanjian adalah : “Suatu perjanjian adalah suatu 
peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang yang lain atau 
dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.” 10 
 Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka quasi contract masuk 
dalam pengertian perikatan yang meskipun tidak ada janji sebelumnya, 
tetapi suatu pihak dapat memiliki hak untuk menuntut suatu hal dari pihak 
lain, atas prestasi yang telah dilakukan. Beberapa ketentuan di dalam BW 
yang mirip dengan konsep quasi contract ini antara lain :  
1. Pasal 1313 BW : 
 Bahwa : “Suatu Persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu 
orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.” 
Ketentuan di atas, dapat ditafsirkan bahwa persetujuan tidak selalu dua 
orang yang saling mengikatkan diri, tetapi satu orang mengikatkan dirinya 
terhadap orang lainpun dapat diterjemahkan sebagai persetujuan. 
Persetujuan tersebut dapat berupa ucapan maupun tindakan yang 
dilakukan untuk memenuhi suatu permintaan yang meskipun tanpa 
                                                             
9  Subekti, 1990, Hukum Perjanjian. Cet ke XII PT. Intemasa, 
Jakarta, hlm : 
10  Subekti, 2003, Pokok-pokok Hukum Perdata, PT. Intemasa, 
Jakarta, hlm : 123. 
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perintah tetapi dengan tidak menghentikan atau menolak suatu tindakan 
pemenuhan prestasi sebagai syarat suatu kontrak, tetapi dapat dianggap 
sebagai setuju secara diam-diam (diam dianggap setuju). 
2. Pasal 1256 BW : 
 Bahwa : “Suatu perikatan adalah batal, jika pelaksanaannya semata-
mata tergantung pada kemauan orang yang terikat”. Namun, jika perikatan 
tergantung pada suatu perbuatan yang pelaksanaannya berada di dalam 
kekuasaan orang tersebut, padahal perbuatan itu sudah terjadi, perikatan 
adalah sah.” 
 Jika dihubungkan dengan quasi contract, maka ketentuan tersebut 
juga dapat ditafsirkan bahwa suatu perikatan dengan syarat, adalah batal 
jika tergantung pada kemauan orang terikat, kecuali jika perbuatan 
tersebut di dalam kekuasaan orang yang terikat dan telah dilaksanakan. 
Dapat diartikan bahwa jika perbuatan atau syarat-syarat dari kontrak telah 
dilaksanakan maka kontrak itu telah sah dan dianggap ada. 
3. Pasal 1318 BW : 
“Jika seorang minta diperjanjikannya sesuatu hal, maka dianggap 
bahwa itu untuk ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh 
hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau telah 
nyata dari sifat perjanjian itu bahwa tidak sedemikianlah 
maksudnya.” 
 Jika dikaitkan dengan quasi contract, maka makna yang dapat 
ditafsirkan dari ketentuan di atas, bahwa orang yang meskipun tidak ikut 
memperjanjikan suatu hal, tetapi ikut mengambil manfaat atau 
memperoleh hak dari perjanjian itu, juga terikat dengan perjanjian 
tersebut. 
4. Pasal 1347 BW : 
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 Bahwa : “hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, 
dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak 
dengan tegas dinyatakan.” 
 Ketentuan tersebut memberikan batasan bahwa suatu perjanjian 
pada dasarnya tidak ada yang sempurna, dengan demikian suatu hal yang 
tidak diatur dalam suatu perjanjian akan tetapi menurut kebiasaan selalu 
dimuat dalam perjanjian tersebut, jika hal itu dikehendaki maka  dianggap 
telah diatur secara diam-diam (tersamar).  
 Jika dihubungkan dengan quasi contrack, maka ketentuan tersebut 
juga dapat ditafsirkan bahwa kelasiman dan kebiasaan dalam dunia bisnis 
meskipun tidak secara tegas diatur dalam suatu perjanjian, dapat 
dianggap telah sepakat untuk melakukan perjanjian karena dianggap telah 
setuju secara diam-diam (kesepakatan secara diam-diam). 
5. Pasal 1354 BW (Zaakwarneming) 
“Jika seorang dengan sukarela, dengan tidak mendapat perintah 
untuk itu, mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa 
pengetahuan orang lain, maka ia secara diam-diam mengikat dirinya 
untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut, hingga 
orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri 
urusan itu. 
Ia memikul segala kewajiban yang harus dipikulnya, seandainya ia 
dikuasakan dengan suatu pemberian kuasa yang dinyatakan dengan 
tegas”. 
 Jika dihubungkan dengan quasi contract maka ketentuan tersebut 
juga dapat ditafsirkan bahwa seseorang yang telah melakukan prestasi 
tertentu yang meskipun tanpa perintah atau permintaan secara tegas 
dengan surat perjanjian, dapat dianggap telah terjadi kontrak karena pihak 
yang telah melakukan prestasi tersebut dianggap secara diam-diam telah 
mengikatkan dirinya dalam suatu kontak. 
6. Pasal 1339 BW : 
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“Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas 
ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang 
menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, 
kebiasaan, atau undang-undang.” 
 Jika dihubungkan dengan quasi contract maka ketentuan tersebut 
dapat ditafsirkan bahwa atas dasar keadilaan, kebiasaan dan atau karena 
Undang-undang dapat memberikan hak kepada orang lain untuk menuntut 
suatu prestasi yang telah dilakukannya dengan itikad baik, misalnya 
seorang dokter yang telah merawat orang yang kecelakaan, meskipun 
tidak dibuat suatu perjanjian sebelumnya tetapi karena prestasi yang telah 
dilakukan dengan itikad baik tersebut dapat menuntut suatu hak dari pihak 
yang telah menerima prestasi tersebut. Hal ini, karena sudah menjadi 
kebiasaan bahwa orang yang kecelakaan harus dilakukan pertolongan 
pertama dan harus segera dirawat dan tidak perlu membuat perjanjian 
atau kesepakatan terlebih dahulu.  
8. Pasal 1347 BW : 
 Bahwa “Syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, 
harus dianggap telah termasuk dalam persetujuan, walaupun tidak dengan 
tegas dimasukkan dalam perjanjian.”  
 Ketentuan tersebut dapat ditafsirkan bahwa, syarat-syarat suatu 
perjanjian dalam kebiasaan sepanjang sesuai dengan asas kepatutan, 
keadilan dan hukum, maka dapat dianggap telah diperjanjikan meskipun 
tidak dengan tegas diatur dalam perjanjian tersebut. 
 Ketentuan lain yang mirip dengan quasi kontrak adalah Unjust 
enrichment doctrine. Bahwa :“Unjust enrichment doctrine means no one 
ought to enrich himself at the expense of others. it has is root in the social 
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needs, breathers its existence from the legal system and other social 
sciences.”11  
 Terjemahan lepas dari uraian di atas adalah sebagai berikut bahwa : 
doktrin unjust enrichment berarti tidak ada yang harus memperkaya diri 
dengan mengorbankan orang lain. itu adalah akar dalam kebutuhan 
sosial, eksistensinya berakar dari sistem hukum dan ilmu sosial lainnya. 
“Unjust Enrichment Doctrine diterangkan sebagai General principle 
that one person should not be permitted unjustly to enrich himself at 
expence of another but should be required to make restitution of or 
property or benefits received, retained or appropriated, where it is 
just and equitable that such restitution be made, and where such 
action involves no violation or frustration of law or opposition publik 
policy, either directly or indirectly.”12  
 Unjust Enrichment Doctrine adalah suatu prinsip yang umum bahwa 
seseorang tidak boleh memperkaya dirinya secara tidak adil yaitu dengan 
biaya dari pihak lain dan karena itu harus mengembalikan harta atau 
manfaat keuntungan yang telah diterimanya, ditahannya atau diambilnya, 
dan pengambilan ini dirasakan adil dan layak serta tidak bertentangan 
atau menghalangi hukum atau berlawanan dengan kepentingan umum 
baik secara langsung maupun tidak langsung.  
 Doktrin unjust enrichment dalam hukum Perdata Indonesia (BW) 
mirip dengan ketentuan yang diatur dalam rumusan Pasal 1359 BW, yaitu 
bahwa : 
“Tiap-tiap pembayaran memperkirakan adanya suatu utang, apa 
yang telah dibayarkan dengan tidak diwajibkan, dapat dituntut 
kembali. Terhadap perikatan-perikatan bebas, yang secara sukarela 
telah dipenuhi, tak dapat dilakukan penuntutan kembali.” 
                                                             
11  Manoj Anand, 1995, Doctrine of Unjust Enrichment and refund 
under customs and central excise law, legal note, the management accountant, Website 
interner : https://papers.ssrn.com/, diakses tanggal 30 Desember 2011. 
12  Wikipedia, Hukum perjanjian (Pertemuan ke 13), website internet 
: https://docs.google.com/, diakses tanggal 30 Desember 2011. 
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 Tiap pembayaran mengandaikan adanya suatu utang; apa yang 
telah dibayar tanpa diwajibkan untuk itu, dapat dituntut kembali. Terhadap 
perikatan bebas (natuurlijke verbindtenis), yang secara sukarela telah 
dipenuhi, tak dapat dilakukan penuntutan kembali.  
 Tuntutan ganti rugi yang terdapat dalam Kwasi Kontrak ini adalah 
Quantum Meruit yang menurut Black’s Law Dictionary adalah kewajiban 
yang bersumbar dari hukum tanpa adanya dari pihak yang terkait, dengan 
alasan untuk keadilan dan kepatutan. 
 Ketentuan lain yang mirip dengan doktrin unjust enrichment ini 
adalah tentang asas “itikad baik.” Asas itikad baik dalam suatu perjanjian 
diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) BW, bahwa persetujuan-persetujuan 
harus dilaksanakan dengan itikad baik. Meskipun demikian, di dalam 
Pasal tersebut tidak ditentukan secara ekplisit apa yang dimaksud dengan 
“itikad baik”.  Akan tetapi dalam praktik pelaksanaan perjanjian sering 
ditafsirkan sebagai hal yang berhubungan dengan kepatuhan dan 
kepantasan dalam melaksanakan suatu kontrak.  
 Menurut teori klasik hukum kontrak, asas itikad baik dapat diterapkan 
dalam situasi dimana perjanjian sudah memenuhi syarat hal tertentu, 
akibat ajaran ini tidak melindungi pihak yang menderita kerugian dalam 
tahap pra kontrak atau tahap perundingan, karena dalam tahap ini 
perjanjian belum menenuhi syarat tertentu.13 
 Subekti, menyebutkan bahwa itikad baik itu dikatakan sebagai suatu 
sendi yang terpenting dalam hukum perjanjian.14 Riduan Syahrani 
menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan perjanjian peranan itikad 
                                                             
13  Suharnoko, 2004, Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus, 
Prenada Media, Jakarta, hlm. 5. 
14  Subekti, 1979, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta Cet VI, 
hlm. : 41 
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baik (te goeder trouw) sungguh mempunyai arti yang sangat penting 
sekali.15  
 Pengertian itikad baik secara defenisi tidak ditemukan, begitu juga 
dalam BW tidak dijelaskan secara terinci tentang maksud itikad baik, 
Pasal 1338 ayat (1) BW hanyalah mengatur bahwa perjanjian-perjanjian 
harus dilaksanakan dengan “itikad baik”. Menurut Wirjono Prodjodikoro 
dan Subekti, itikad baik (te goeder trouw) yang sering diterjemahkan 
sebagai kejujuran, dibedakan menjadi dua macam, yaitu; (1) itikad baik 
pada waktu akan mengadakan hubungan hukum atau perjanjian, dan (2) 
itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban 
yang timbul dari hubungan hukum tersebut.16  
 Sifat dari itikad baik dapat berupa subjektif, dikarenakan terhadap 
perbuatan ketika akan mengadakan hubungan hukum maupun akan 
melaksanakan perjanjian adalah sikap mental dari seseorang. Banyak 
penulis ahli hukum Indonesia menganggap itikad baik bersifat subjektif. 
Akan tetapi sebagaiman dikutip Riduan Syahrani  dalam bukunya Wirjono 
Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian, menyebutkan para kalangan 
ahli hukum Belanda antara lain Hofmann dan Vollmar menganggap bahwa 
disamping adanya pengertian itikad baik yang subjektif,  juga ada itikad 
baik yang bersifat objektif, oleh mereka  tidak lain maksudnya adalah  
“kepatutan” (billikheid, redelijkheid).17 
 Ketentuan lain dalam BW yang mirip dengan doktrin unjust 
enrichment selain ketentuan Pasal 1338 dan Pasal 1359 BW, yaitu 
ketentuan dalam Pasal 1360 yaitu bahwa : “Barangsiapa secara sadar 
atau tidak, menerima suatu yang tak harus dibayar kepadanya, wajib 
mengembalikannya kepada orang yang memberikannya.” 
                                                             
15  Riduan Syahrani, 2000, Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum 
Perdata, Alumni Bandung, hlm : 259 
16 Ibid, hlm : 260 
17  Ibid, hlm : 262 
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 Ketentuan ini dapat ditafsirkan bahwa setiap orang tidak dibenarkan 
menerima sesuatu yang bukan haknya, karena hal tersebut merupakan 
bentuk usaha untuk memperkaya diri sendiri secara tidak adil, sehingga 
hal tersebut wajib dikembalikan kepada yang memberikan, dan atau bagi 
yang memberikan berhak menuntut kembali barang tersebut. 
 Model hubungan hukum antara pekerja rumah tangga dengan 
majikan dalam adalah suatu perikatan yang memenuhi unsur-unsur 
sebagaimana yang disebut quasi kontrak tersebut di atas, yang 
penegakannya didasarkan pada itikad baik para pihak. Oleh karena itu, 
apabila terjadi perselisihan antara majikan dengan pekerja rumah tangga, 
maka pekerja rumah tangga berada dalam bargaining (posisi tawar) yang 
lemah, karena pembuktian materil berupa perjanjian tidak dapat 
dibuktikan. 
 
Model perjanjian lisan Pekerja rumah tangga dengan majikan 
 Pada dasarnya untuk menyatakan suatu perjanjian kerja dianggap 
sah atau tidak maka wajib untuk memperhatikan ketentuan dalam Pasal 
1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang 
menyatakan bahwa : 
 Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 
1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya 
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 
3. Suatu pokok persoalan tertentu 
4. Suatu sebab yang tidak terlarang 
 Menurut ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan juga menegaskan bahwa : 
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Perjanjian kerja dibuat atas dasar: 
1. Kesepakatan kedua belah pihak 
2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum 
3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan 
4. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban 
umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang 
berlaku. 
 Jenis kontrak kerja menurut bentuknya antara lain : 
 Berbentuk kontrak Lisan/ Tidak tertulis 
1. Meskipun kontrak kerja dibuat secara tidak tertulis, namun kontrak 
kerja jenis ini tetap bisa mengikat pekerja dan pengusaha untuk 
melaksanakan isi kontrak kerja tersebut. 
2. Tentu saja kontrak kerja jenis ini mempunyai kelemahan fatal yaitu 
apabila ada beberapa isi kontrak kerja yang ternyata tidak 
dilaksanakan oleh pengusaha karena tidak pernah dituangkan 
secara tertulis sehingga merugikan pekerja. 
b. Berbentuk Tulisan 
1) Perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tulisan, dapat dipakai 
sebagai bukti tertulis apabila muncul perselisihan hubungan 
industrial yang memerlukan adanya bukti-bukti dan dapat dijadikan 
pegangan terutama bagi buruh apabila ada beberapa kesepakatan 
yang tidak dilaksanakan oleh pengusaha yang merugikan buruh. 
2) Dibuat dalam rangkap 2 yang mempunyai kekuatan hukum yang 
sama, masing-masing buruh dengan pengusaha harus mendapat 
dan menyimpan Perjanjian Kerja (Pasal 54 ayat (3) UU No. 13 
Tahun 2003). 
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 Pada mulanya, perjanjian kerja atau perjanjian perburuhan diatur 
oleh Undang-undang No. 21 Tahun 1954 tentang perjanjian perburuhan 
antara serikat buruh dan majikan. Undang-undang tersebut bertujuan 
melindungi pekerja/buruh yang tidak mempunyai daya tawar apabila 
pekerja/buruh secara sendiri-sendiri mengikatkan diri dengan 
pengusaha/majikan, sehingga Pemerintah mewajibkan kepada setiap 
pengusaha/majikan untuk membuat perjanjian perburuhan dengan serikat 
pekerja/serikat buruh yang mempunyai daya tawar. 
 Berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU No.13 Tahun 2003 tentang 
ketenagakerjaan, Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang 
kurangnya harus memuat : 
1. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha 
2. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh 
3. Jabatan atau jenis pekerjaan 
4. Tempat pekerjaan 
5. Besarnya upah dan cara pembayarannya 
6. Syarat syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan 
pekerja/buruh 
7. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja 
8. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dani. tanda tangan para 
pihak dalam perjanjian kerja. 
 Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 1954, 
perjanjian perburuhan harus dibuat dengan surat resmi yang ditanda 
tangani oleh serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha/majikan. 
Sehingga secara tidak langsung, Pemerintah turut mendorong 
pengusaha/majikan untuk mengijinkan setiap pekerja/buruh membentuk 
serikat pekerja/serikat buruh, karena apabila tidak ada serikat 
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pekerja/serikat buruh, maka pengusaha/majikan tidak dapat membuat 
perjanjian perburuhan yang diwajibkan oleh Pemerintah. 
 Lahirnya Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan sebagai pengganti dari UU No. 21 Tahun 1954, 
mengatur mengenai 2 (dua) macam perjanjian kerja, yaitu dapat dibuat 
secara perorangan maupun dengan serikat pekerja/serikat buruh. UU No. 
13 Tahun 2003, juga turut memberikan peluang adanya ketidakwajiban 
pengusaha/ majikan untuk membuat perjanjian kerja perorangan secara 
tertulis, dengan alasan kondisi masyarakat yang beragam yang 
memungkinkan perjanjian kerja secara lisan. Ketentuan ini sesungguhnya 
telah bertentangan dengan prinsip sebuah perjanjian yang harus dibuat 
secara tertulis. 
 Pembenaran oleh UU No. 13 Tahun 2003 mengenai perjanjian 
secara lisan, akan membuat pekerja/buruh tidak mengetahui hak dan 
kewajibannya dalam menjalani hubungan kerja dengan 
pengusaha/majikan, berupa syarat-syarat kerja. Sehingga, pekerja/buruh 
tidak dapat menghindari sebuah larangan/tata tertib yang diberlakukan 
oleh pengusaha/majikan, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan 
pemutusan hubungan kerja. Bahkan akibat hukum yang timbul dari 
putusnya hubungan kerjapun tidak dapat diketahui oleh pekerja/buruh 
tersebut. 
 Perjanjian yang dibuat secara lisanpun dapat menyulitkan 
pekerja/buruh dalam membuktikan kebenaran dirinya sebagai 
pekerja/buruh yang bekerja pada pengusaha/majikan, dalam proses 
penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja di Pengadilan 
Hubungan Industrial. 
 Ketentuan Pasal 63 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003, yang 
mewajibkan pengusaha/majikan membuat surat pengangkatan bagi 
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pekerja/buruh yang perjanjian kerjanya dibuat secara lisan, tidaklah efektif 
dan banyak pengusaha/majikan yang tidak menjalankannya, bukan hanya 
karena tidak ada sanksi yang mengaturnya, juga karena dengan tidak 
dibuatnya perjanjian kerja secara tertulis dan surat pengangkatan, akan 
dapat menguntungkan pengusaha/majikan, yaitu diantaranya tidak 
jelasnya kapan hubungan kerja kedua belah pihak dimulai, kapan selesai 
pekerjaan, masa kerja dan upah sebagai akibat tidak adanya perjanjian 
kerja. 
 Perjanjian kerja secara perorangan, jelas tidak akan menguntungkan 
pihak pekerja/buruh, tetapi sebaliknya dapat menguntungkan 
pengusaha/majikan. Karena, daya tawar seorang pekerja/buruh lebih 
tinggi daya tawar pengusaha/majikan. Hal ini disebabkan, jumlah 
pengangguran yang terus meningkat tajam, sehingga jumlah lapangan 
kerja dan tenaga kerja yang tidak seimbang, yang kemudian 
mengakibatkan daya tawar terhadap syarat-syarat kerja seperti upah lebih 
banyak ditentukan oleh pengusaha/ majikan. 
 Peran Pemerintah yang sangat penting dalam membuat kebijakan, 
penting bagi pekerja/buruh untuk mendapatkan perlindungan. Namun, 
Pemerintah sekarang ini semakin melepaskan peranannya dalam 
menciptakan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja/buruh 
dengan pengusaha/majikan. Pemerintah semakin melepaskan campur 
tangannya dalam melindungi pekerja/buruh yang tidak atau mempunyai 
daya tawar rendah dengan pengusaha/majikan. 
 Sehingga perjanjian kerja secara lisan, akan mengakibatkan 
hubungan konflik antara pekerja/buruh dengan pengusaha/ majikan 
semakin terbuka lebar, dan yang diuntungkan dari akibat perjanjian kerja 
lisan adalah pengusaha/majikan. Oleh karenanya, perjanjian kerja lisan 
tidaklah relevan diterapkan di negara berkembang seperti Indonesia, 
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karena kondisi masyarakat Indonesia telah berubah, dan bukankah setiap 
perjanjian kerja harus dibuat dalam bahasa Indonesia. 
 Sebagai solusinya, pengusaha/majikan dengan serikat 
pekerja/serikat buruh, wajib membuat perjanjian kerja bersama/perjanjian 
perburuhan, yang mengatur mengenai syarat-syarat kerja. Kemudian, 
setiap pekerja/buruh dibuatkan perjanjian kerja perorangan sebagai 
turunan dari perjanjian kerja bersama/perjanjian perburuhan tersebut. 
Dalam hal tersebut, peran Pemerintah sebagai pembuat kebijakan, wajib 
memeriksa isi perjanjian kerja bersama/perjanjian perburuhan yang telah 
dibuat oleh serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha/majikan. 
 Pandangan Penulis bahwa kecenderungan Populasi Majikan lebih 
banyak setuju terhadap penggunaan Model Perjanjian Lisan dibanding 
Populasi Pekerja Rumah Tangga. Hal ini disebabkan oleh pertimbangan 
antara lain : 
1. Tidak ada dasar pembuktian jika terjadi sengketa antara Majikan 
dengan Pekerja Rumah Tangga. 
2. Penentuan jumlah upah menjadi flexibel relative mengikuti 
perkembangan pekerjaan. 
3. Tidak ditentukan mengenai mulai dan berakhir pekerjaan; jenis 
pekerjaan tertentu; besaran upah; beban kerja; dan waktu kerja. 
 Sudut pandang Responden Pekerja Rumah Tangga lebih banyak 
tidak setuju dengan penggunaan model Perjanjian Lisan bagi Pekerja 
Rumah Tangga dibanding Populasi Pekerja Rumah Tangga, dengan 
pertimbangan beberapa hal antara lain: 
1. Tidak ada kepastian hukum mengenai jam kerja; upah; jenis dan 
beban kerja; libur; Tambahan Penghasilan; serta hak-hak lain yang 
dapat diperjanjikan. 
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2. Tidak ada dokumen yang dapat dijadikan alat bukti jika terjadi 
perselisihan dengan Majikan. 
3. Pekerja rumah tangga berada pada posisi lemah dalam hal 
bargaining dengan Majikan sehingga perjanjian antara Pekerja 
Rumah Tangga dengan Majikan harus dibuat dalam bentuk tertulis.  
4. Agar Pekerja Rumah Tangga tidak terikat oleh Pekerjaan sepanjang 
waktu, tetapi jelas mengenai jam kerja, dengan demikian Pekerja 
Rumah Tangga dapat melakukan kegiatan lain di luar pekerjaan 
tetapnya pada Majikan. 
 Model perjanjian lisan sebagaimana yang dipraktekkan dalam 
hubungan kerja antara pekerja rumah tangga dengan majikan ini hanya 
didasarkan pada kepercayaan dan itikad baik para pihak yaitu pekerja 
rumah tangga dan majikan. Oleh karena itu, model hubungan hukum 
antara pekerja rumah tangga dengan majikan tersebut di atas merupakan 
hubungan perjanjian yang samar (quasi kontrak). 
 
PENUTUP 
Kesimpulan 
 Bahwa Konsep hubungan hukum antara pekerja rumah tangga 
dengan majikan dalam suatu ikatan pekerjaan rumah tangga pada 
dasarnya memenuhi unsur-unsur perjanjian sebagaimana dirumuskan 
dalam Burgeelijke Wetbook, akan tetapi kekhususan pekerjaan rumah 
tangga yang berada dalam lingkup domestik dengan mekanisme dan 
kriteria yang tidak tentu memposisikan pekerjaan rumah tangga sebagai 
pekerjaan informal dari perspektif undang-undang ketenagakerjaan. 
Penggunaan model hubungan kerja dengan kontrak perjanjian secara 
lisan yang secara umum diterapkan dalam hubungan hukum pekerja 
rumah tangga dengan majikan, menyebabkan hubungan hukum tersebut 
menjadi kontrak samar (quasi kontrak) sehingga memposisikan pekerja 
Quasi Kontrak Dalam Hubungan Hukum….. Sakka Pati 
 
LEGAL PLURALISM : VOLUME 7 NOMOR 1, JANUARI  2017 100 
 
rumah tangga dalam bargaining yang lemah di hadapan majikan dalam 
proses hukum, karena sulitnya pembuktian formil dan materil, sehingga 
hubungan hukum antara pekerja rumah tangga dengan majikan dapat 
disebut sebagai quasi kontrak. 
 
Saran 
 Sebagai rekomendasi dari penulis adalah bahwa perlunya dilakukan 
perubahan hukum khususnya pada perundang-undangan 
ketenagakerjaan dengan mengakomodir eksistensi pekerja rumah tangga 
sebagai bagian dari pekerja pada umumnya yang spesifik, dengan cara : 
1. melakukan perubahan perundang-undangan ketenagakerjaan 
dengan menambahkan klausula khusus mengatur tentang hubungan 
kerja dan perlindungan hak-hak pekerja rumah tangga dengan 
majikan; atau 
2. Membuat undang-undang tersendiri yang mengatur tentang 
hubungan hukum antara pekerja rumah tangga dengan majikan. 
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